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PERATURAN DAERAH KABRUPATEN TOBA SAMOKIR
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG

PAJAK RERLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

bahwa Pajak Reklame yang merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah
yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Toba
Samosit Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame, sudah tidak sesuat
lagi dengan perkembangan Pemerintahan Daerah, sehubbngan dengan
adanya persbahan ketentpan hukum yang menpatur tentang sishim
pemerintahan maupun peraturan perundangan-undangan yang mengatur
tentang Pajak dan Retribusi Dasrah;

bahwa untuk menvemiaikan maksud terzebut diataz perfo dicabut dan
digantt dengan suatu Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahon 1981 tfentang Hukom Acara Pidana
{Lembatan Nevara Tahun 1981 Nomor ?6 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentanc Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat T Toba Samosir dan habupaten Daerah Tingkat U
Mandasling Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3794);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedna atas
Undang-Undang Nomaor 1% Tahun 1997 tentang Penagiban Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubshan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribnsi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 4048);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
{Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4189);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peravran
erundang-usndangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 43897,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Tahon 2004 Nomor 1235, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 4348);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Posat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) |
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8. Pajak yang terutang adalsh pajak yang harus dibayar pada suatn saaf, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak menvrut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

9. Pajak Reklame yang scelanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah Afas
Penyelenggaraan Reklame.

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atap media vang menvrut bentuk susunan dan
corak ragamnya untuk tujuan  komersial, dipergunakan untuk  memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan suatn barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik
perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan dan/atan berjafan
yang dapat ddilat, dibaca dan/atau didengar dary seatu tempat oleh smum, kecualt vang
dilakvkan oleh pemerintah.

11. Panggung/ lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu ataun beberapa
buah reklame.

12. Penyelengzara Reklame adalah perorangan atas badan hukum yang menyelenggarakan
reklame batk bntuk dan atas namanya sendini atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya.

13. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuat dengan pemanfaatan
wilayah terzebut vang dapat digpnakan untuk pemasangan reklame.

14. Nilai Juat Obyek Pajek Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang
dikelvarkan oleh pemilik. biaya/ harga beli bahan reklame, konstruksi, penayangan,
pengecatan, pemasangan tan transportasi pengangkutan dan lain sebagamya sampai
dengan bangunan rekiame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau
terpasang difempat yang telah dizinkan.

13. Nilai stratepis {okasi pemasangan reklame adalah ukuran nifai yang ditetapkan pada titik
lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata
ruang kota potuk berbaga aspek kegiatan dibidang vsaha

16. Surat Pembentahuan Pajak Daerah yang selanjuinya disebut SPTPD adalah surat yang
digunakan oleh Wayib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atan pembayaran Pajak,
objek pajak, dan/atan bukan objek pajak dan/atan harta kewajiban yang terntang menurnt
aturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17 Surat Setor Pajak Daerah yang selanjutnya disebut S5PD adalah surat yang oleh wajib
pajak digonakan pntuk melakokan pembayaran atap penyetoran pajak yang tervtang ke
Kas Daerah atan ketempat 1atn vang ditetapkan oleh Bupati.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah kurat ketetapan
yang meliputi surat ketetapan pajak korang bayar atau surat ketetapan kurang bayar
tambahan atan zurat kefetapan pajak lebth bayar atau surat ketetapan pajak nihif.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah
Surat Ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnyajumlsh pajak pokok pajak yang
terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokek pajak, besamnya
sanksi administrasi dan jumlah yang masth harus dibayar.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut
SKPDKBT adalah zurat ketetapan pajak daerah yang menentukan tembahan atas jumfah
patak yang ditetapkar.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKFDLB adalah
Surat ketetapan pajak daerah vang menentukan jumlah kefebthan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak | atau payak
Jebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharnsnya terntang. -

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil vang selanjutnya disebut SKPDN adalah Surat
Ketetapan yang menentukan jumiah pajak yang terutang sama besamya dengan kredit
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

13, Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untok melakukan
tagihan pajak daerah dan/ atau sankst administrast berupa bunga dan/stau denda.



BAETT
NAMA OBJEK DAN SUBIEK PATAK
Pazal 2

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame adalah zemua penyelenggara Reklame.

(3) Penyelenggara Rekiame sebagamana dinaksud pada ayat (2) meliputc:
reklame papan/ billboard’ megatron/vidiotron, ‘
reklame kain;

reklame melekat (stiker) rentang;

reklame selebaran;

reklame berjalan, termazuk pada kendaraan;

reklame vdara;

reklame suarg,

reklame film/ stide;

reklame peragaan.
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Pagal 3

Dikecnalikan dari objek pajak adalah:

~ a ‘penyelenggaraan rekiame oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Propinsi dan Pemenntah
Daerah;

b. penyelenggaraan reklame melalni Intemet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta
Mingguan, Warta Eulanan dan sejenisnya.

Pzl 4

(13 Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atan badan yang menyelenggarakan reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAR I
DASAR PENGENAAN DAN TARTF PAJAK
Pazal 3

(1) Dagar Pengenaan Pajak adalah Nilai S2wa Reklame.

() Nilai Sewa Reklame zebagammana dimakend pada ayat (1) dihitung berdasarkan
pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

{2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribaci atan badan yang memanfaatkan
reklame unfuk kepentingan sendiri, maka pajak reklame berdasarkan besarnya biaya-
biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokast dan fenis
reklame.

(4) Dalam hal rekiame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka Nilai Sewa Reklame
ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suaty masa pajak atay masa
penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan,
{amanya pemazangan, nifai strategis, lokast dan jems reklame.

(5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame zebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan
dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal &

(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (zepuluh persen) dari Nilai Sewa Reklame.

(2) Bagi reklame yang penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya pemasangan,
pemeliharaan lama pemasangan, nilai drategis, lokasi dan jenis reklame.

BAB IV

WILAVAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pazal 7

(1) Pajak yang terntang dippngut diwilayah Kabupaten.
(2) Besamya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pazal 8 }
Masa Pajak adalah jangka wakty yang lamanya sama dengaﬁ jangka waktus penyelenggaraan
Reklame berdasarkan izin yang dikeluarkan Bupati atan pejabat yang ditunjuk.

Pazal 9

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pazat 10

1) Setiap Wajib Pajak wajib mengizi SPTPD.

2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelaz, benar dan lengkap
serta ditandatangani oleh wajib pajak atan kuasanya.

) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-
fambatnya 15 (lima belag) hani setelah berakhimya masa pajak.

4) Pada sudut kiri bawah reklame permanent, penyelenggara wajib mencantumkan nomor
1zin dan masa berlakunya izin. :

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DANPENETAPAN PAJAK
Pazal 11

1) Berdaszarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupali menetapkan
pajak terntang dengan menarbitkan SKFD.

2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah
Jewat waktn paling lama 30 (figa puluh) hani sejak SKPD diterima, dikenakan sankst
administrasi berupa bunga sebesar 1 % (dua percen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan S1PD.



